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KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK KEDELAI PRG EVENT MON

Menimbang

Mengingat

a.

87701

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pakan Produk Rekayasa Genetik Kedelai PRG event
MON 87701 telah dikaji dan dinyatakan lulus oleh Komisi
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang
Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik Kedelai PRG
event MON 87701;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman
Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3556);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang No 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on
Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan
Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4414);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009



-0.

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5619);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5170);

7. Undang-Undang Nomor 39. Tahun 2014 tentang Perkebunan

10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina
Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi
Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4498);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 127);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
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14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/
LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan
Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1188;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);

17. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Nomor 466.2/Kpts/OT.210/H/11/2016 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara dan Mekanisme Keamanan
Pakan Produk Rekayasa Genetik;

1. Surat permohonan Pengkajian Keamanan Pakan PRG dari
PT. Branita Sandhini Nomor 007/RA Dept/PTBS/II/2018
tanggal 19 Februari 2018;

2. Rekomendasi Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik
Kedelai PRG event MON 87701 dari Komisi Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetik Nomor B-65/KKH PRG/06/2020
tanggal 2 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

: KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK KEDELAI PRG

EVENT MON 87701

Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (PRG) Kedelai PRG
event MON 87701

Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dinyatakan aman digunakan untuk Pakan.

Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diproduksi oleh:

1. Nama Perusahaan : PT. Branita Sandhini
Akte Pendirian : Tanda Daftar Perseroan Terbatas
Nomor 09.03.1.46.39703

3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.554.517.1.056.000

4. Nama Pimpinan : Rajaram Mohan Babu Boppana

5. Alamat Kantor : Midplaza I, Lantai 11-15
Perusahaan : J1. Jend. Sudirman Kav 10-11Ta
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KEEMPAT : Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri
atas (deskripsi Pakan PRG):
a. Mengandung satu kopi gen crylAc yang terletak pada satu
lokus, diturunkan mengikuti kaidah hukum Mendel dan
Stabil sampai dengan lima generasi;
sepadan secara substansial dengan Kedelai non-PRG;
c. tidak memiliki sifat toksik.

KELIMA : Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU jika
akan diedarkan dan/atau dilepaskan wajib memenuhi ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Dalam hal Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap dampak
kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan maka:

a. keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku; dan

b. pemegang izin harus menarik dari peredaran Produk
Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini sekaligus dinyatakan sebagai Sertifikat
Keamanan Pakan PRG.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

A.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN PENELITIAN
i DAN PENGEMBANGAN
’,f/‘\// “Pﬁ:\RTANIAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Perindustrian;

Menteri Dalam Negeri;

Gubernur seluruh Indonesia; dan
Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
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